BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARRU NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI BARRU,
bahwa berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Menteri dalam  Negeri
Nomor 48 Tahun 2016 tentang
PedomanS Pemberian Hibah dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Daerah dan  Penyertaan  Modal



Mengingat :

Pemerintah Daerah kepada
Perusahaan Daerah Air Minum dalam
rangka Penyelesaian Hutang
Perusahaan Daerah Air Minum kepada
Pemerintah secara Non Kas maka
perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Barru tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten
Barru Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pada Pihak Ketiga;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);



3. Undang-Undang Nomor S5 Tahun
1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi
Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,



Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang  Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 25 tahun
2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4724);

10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4756);



11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,



Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah  (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2006
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Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

16.Peraturan Pemerintah  Republik
Indonesia Nomor 2 tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5272);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;



18.Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112);

19.Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor
31/PMK.05/2016 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelesaian
Piutang Negara yang Bersumber
dari Penerusan Pinjaman Luar
Negeri, Rekening Dana Investasi,
dan Rekening Pembangunan
Daerah pada PDAM (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 280);

20.Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dari
Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah dan Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah kepada
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21.

22.

Perusahaan Daerah Air Minum
dalam rangka Penyelesaian Hutang
Perusahaan Daerah Air Minum
kepada Pemerintah secara Non Kas
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1101);
Peraturan Daerah Kabupaten Barru
Nomor 9 Tahun 1991 tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Daerah Tingkat
II Barru (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Barru
Tahun 1992 Nomor 4 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Barru
Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Barru
(Lembaran  Daerah  Kabupaten
Barru Tahun 2008 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barru Nomor 6);
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23.Peraturan Daerah Kabupaten Barru
Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Perlindungan
Investasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2009
Nomor 1);

24 .Peraturan Daerah Kabupaten Barru
Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Pada Pihak Ketiga
(Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barru Nomor 17);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menetapkan :

Ketentuan

KABUPATEN BARRU
dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA
PIHAK KETIGA.

Pasal I

dalam Pasal 6 Peraturan Daerah

Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak

Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun

2012 Nomor

5, Tambahan Lembaran Daerah
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Kabupaten Barru Nomor 17) diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah
disetor kepada PDAM dari Tahun Anggaran 2002
sampai dengan Tahun Anggaran 2012 sebesar
Rp.46.057.171.000.- (Empat puluh enam milyar
lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu
ribu rupiah)

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Pemerintah Daerah melakukan penambahan
Penyertaan Modal kepada PDAM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 3.922.468.000
(Tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta
empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
yang bersumber dari Dana Hibah Non Kas
Pemerintah Pusat.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Barru.
Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 4 November 2016
Plt. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU,
TTD
SUARDI SALEH
Diundangkan di Barru
Pada tanggal 4 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,
TTD
NASRUDDIN ABDUL MUTALLIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN
2016 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.H.HAM.12.174.16
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARRU NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH PADA PIHAK KETIGA

I. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan
pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian daerah dan pemupukan sumber-
sumber pendapatan daerah, diperlukan usaha
nyata Pemerintah Daerah untuk mendorong
peningkatan pergerakan perekonomian dan
produktivitas sector riil/perusahaan dengan
melakukan Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Pada Pihak Ketiga, maka berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dari Pemerintah Pusat
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kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah kepada Perusahaan
Daerah Air Minum dan dalam rangka
Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air
Minum kepada Pemerintah secara Non Kas.
Sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Barru tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,
diharapkan agar dapat melancarkan pelaksanaan
otomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung
jawab agar dapat mewujudkan kesejahteraan

rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
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Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BARRU NOMOR 42
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BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARRU NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH PADA PIHAK KETIGA

Disusun oleh :

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUAPTEN BARRU
TAHUN 2016
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